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NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DI KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI LEBONG,

melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2)
gcaraﬁr:;n;’tmaﬁnmh Nomor 43 Tahun 2014 teniang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana yang
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa Di Kabupaten Lebong.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

Um:.la.ng*Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);



10.

Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lcmbnraa;
Negara Republik Indonesia Tahun_ 2011 H-::::mu]:; m'-
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom

5234),

Undang-Undang

Desa
omor 6 Tahun 2014 tentang
blik Indonesia Tahun 20 1_4 Nomor
cgara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang N
(Lembaran Negara Repu
7, Tambahan Lembaran N

5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentz:l'illgc
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Repu
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcm_ba.rﬂn
Negara Republik Indonesia Nomor 1_-':58?], scbagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 20135 teniang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) secbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
ST17);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199),;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang PembentukanProduk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomeor 157);
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Menetapkan : PERATURAN BUPATI

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

bl &

10.

11.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSHKAN:

LEBONG TENTANG DAFTAR

ASARKAN HAK ASAL USUL DAN
DESA DI KABUPATEN

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penychnggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Daerah adalah Kabupaten Lebong.

Bupati adalah Bupati Lebong.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagali Perangkat Daerah

Kabupaten Lebong dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Lebong.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hulum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus wrusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat LKD, adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang disclenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal
yang bersifat strategis.
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12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. _

14, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk scbesar-besarnya kescjahteraan masyarakat Desa. L

15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat
istiadat desa.

16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat
Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa
atau mampu dan efektifl dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakarsa masyarnkat Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;

Kewenangan lokal berskala Desa;

Sosialisasi dan penyuluhan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul
dan skala lokal desa;

Pernyataan kesediaan sudah diterima oleh desa;

Berita acara penyerahan kewenangan desa; dan

Penyusunan peraturan desa.
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BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, antara lain:
a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;

b. sesuai perkembangan masyarakat; dan

¢. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, paling sedikit terdiri atas:
a. sistem organisasi masyarakat adat;
b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
C. pembinaan lembaga dan hukum adat;
d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
€. pengembangan peran masyarakat Desa.
(2) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan
inventarisasi meliputi Pelestarian budaya dan tradisi desa.



BAB IV
KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain:

pROTE

sesuai kepentingan masyarakat Desa:

telah dijalankan oleh Desa:

mampu dan efektil dijalankan oleh Desa;

muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 6

(1) Kewenangan Desa berdasarkan Kewenangan lokal berskala desa paling
sedikit terdiri atas:
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Pelestarian budaya dan tradisi desa;

Penyiapan penetapan dan penegasan batas desa;

Penetapan rencana tata ruang desa, peta sosial dan pela asetl desa;
Pendataan penduduk;

Pengelolaan sarana dan prasarana aset desa;

Penyelenggaraan kerjasama antar desa dan/atau pihak ketiga;
Penghargaan purna tugas perangkat desa;

Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat desa;
Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat desa;
Pelaksanaan dan pemberdayaan pengarusutamaan gender di Desa;
Pengelolaan pasar Desa;

pengelolaan tempat pemandian umum;

. pengelolaan jaringan irigasi;

pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;

pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan
terpadu;

pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan,

pengelolaan embung Desa;

pengelolaan air minum berskala Desa; dan

pembuatan jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian.

(2) Kewenangan berdasarkan lokal berskala desa setelah dilakukan identifikasi
dan inventarisasi, meliputi:

a.

b.
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Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman desa;
Pengelolaan sarana dan prasarana transportasi desa antara lain: jalan
lingkungan, jembatan desa, gorong-gorong, jalan permukiman, jalan
poros desa, jalan desa antara permukiman ke lokasi pertanian, jalan desa
antara permukiman ke lokasi wisata.

Pengelolaan sarana dan prasarana energi desa;

Pengelolaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi desa;
Peningkatan kualitas dan akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar;
Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan dasar desa;

Pengelolaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan,; )
Pengelolaan saf-ana. di prasarana produksi ekonomi produktif yang
difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;



i. Pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan di bidang Pertanian, industri rumah tangga,
peternakan, pariwisata dan Teknologi Tepat Guna [TTG); )

j. Pengelolaan sarana dan prasana untuk pelestarian lingkungan hidup
desa;

k. Pengelolaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam

dan/atau kejadian luar biasa lainnya;

Pengelolaan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;

m. Pengelolann hutan Desa; \atan

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Lembaga kemasyara

Desa; "

0. Penyclenggaraan kegiatan dan peningkatan kapasitas pengelola
keagamaan di desa;

p. Penyelengparaan administrasi kependudukan.

Pasal 7

(1) Pemerintah desa melakukan kewenangan Hak asal-usul dan kewenangan
lokal berskala desa yang menjadi tolak ukur dalam penetapan program
pembangunan desa dan pengelelaan serta pendistnbusian keuangan desa.

(2) Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas lain di luar ketentuan Pasal 5
dan Pasal 6 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BABV
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan sosialisasi dan penyuluhan
tentang rincian kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala
desa kepada Desa.

(2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pemerintah desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan
yang akan dilaksanakan,

(3) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Desa membual berita acara penerimaan yang ditandatangani oleh
Kepala Desa dan Ketua BPD, serta diketahui oleh Bupati melalui Camat.

Pasal 9

Pemerintah Desa menyiapkan rancangan peraturan desa tentang kewenangan
desa berdasarkan kewenangan menurut hak asal usul dan lokal berskala desa

dan menetapkan menjadi Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 10

(1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi
kewenangan desa menjadi beban APBD,

(2) Pembiayaan bagi proses sosialisasi i
. » pembuatan berita acara dan penyusunan
peraturan desa dibebankan pada APB Desa. =



/ | BAB VII

FASILITASI]

Pasal 11

Pemerintah Daerah memfasilitasi percepatan  penyelesaian penetapan
kewenangan desa  berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa
berdasarkan skala lokal desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 19 Agustus 2019
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Diundangkan di Tubei
pada tanggal 19 Agustus 2019

SE 'ARIS DAERAH
( KAB EBONG,

o

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR

| PENERINTAH KASUPATEN LEBONG
EAGIAN HUKEM
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